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ABSTRAK 

 

Model Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan 

Pertimbangan Presiden 

Adisti Nanda Sari 

adistinandasari@yahoo.co.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengembangan karier 
Pegawai Negeri Sipil pada organisasi publik dengan struktur jabatan dan ruang 
mobilitas karier yang relatif terbatas dengan studi pada Sekretariat Dewan 
Pertimbangan Presiden. Pengembangan karier menjadi isu penting karena 
organisasi dengan struktur terbatas tetap dituntut memiliki aparatur yang 
kompeten, adaptif, dan siap mendukung fungsi kelembagaan yang strategis. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari lingkungan 
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan informan triangulasi dari 
Kementerian Sekretariat Negara, serta melalui studi dokumentasi terhadap 
kebijakan, data kepegawaian, mutasi, kenaikan pangkat, dan dokumen 
pengembangan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 
karier Pegawai Negeri Sipil telah memiliki dasar formal melalui manajemen talenta, 
penilaian kinerja, uji kompetensi, angka kredit, dan pengembangan kompetensi. 
Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan struktur organisasi, 
formasi jabatan, ruang mobilitas karier, transparansi informasi, tindak lanjut 
asesmen, serta kesiapan portofolio pegawai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
optimalisasi pengembangan karier perlu dilakukan melalui model berbasis 
pemetaan kebutuhan organisasi, potensi pegawai, portofolio, pengembangan 
kompetensi berkelanjutan, mobilitas karier, serta monitoring dan umpan balik. 
Penelitian ini penting karena menawarkan model pengembangan karier yang 
sesuai bagi organisasi publik dengan struktur terbatas. 

Kata kunci: Pengembangan Karier, Pegawai Negeri Sipil, Organisasi Publik, 
                     Manajemen Talenta. 
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ABSTRACT 

 

Civil Servant Career Development Model for the Secretariat of the 

Presidential Advisory Council 

Adisti Nanda Sari 

adistinandasari@yahoo.co.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta  

 

This study aims to analyze the optimization of civil servant career development in 
a public organization with limited career mobility and position structure, with a case 
study of the Secretariat of the Presidential Advisory Council. Career development 
is an important issue because organizations with limited structures are still required 
to have competent, adaptive personnel who are prepared to support strategic 
institutional functions. This study employed a qualitative approach using a case 
study method. Data were collected through in-depth interviews with informants 
from the Secretariat of the Presidential Advisory Council and triangulation 
informants from the Ministry of State Secretariat, as well as through documentation 
studies of policies, staffing data, employee transfers, promotions, and competency 
development documents. The findings show that civil servant career development 
has a formal foundation through talent management, performance appraisal, 
competency testing, credit points, and competency development. However, its 
implementation has not been optimal due to limitations in organizational structure, 
position formation, career mobility, information transparency, assessment follow-
up, and employee portfolio readiness. This study concludes that career 
development optimization should be carried out through a model based on 
organizational needs mapping, employee potential, portfolios, continuous 
competency development, career mobility, monitoring, and feedback. This study is 
important because it offers a career development strategy suited to public 
organizations with limited structures. 

Keywords: Career Development, Civil Servants, Public Organization, Talent  
       Management. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan karier pegawai merupakan salah satu aspek penting 

dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik karena berhubungan 

langsung dengan peningkatan kompetensi, motivasi kerja, dan keberlanjutan 

kinerja organisasi (Putri et al., 2022). Pengembangan karier dalam birokrasi 

pemerintah tidak hanya dipahami sebagai kenaikan pangkat atau perpindahan 

jabatan, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang dirancang secara 

berkelanjutan agar pegawai mampu meningkatkan kapasitas, profesionalisme, 

dan kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Pengembangan karier menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun birokrasi yang efektif, 

adaptif, dan berbasis kompetensi (Sedarmayanti, 2019). 

Kebutuhan terhadap sistem pengembangan karier yang terencana 

semakin penting di tengah reformasi birokrasi dan transformasi digital yang 

menuntut organisasi pemerintah bekerja lebih profesional, lincah, dan akuntabel. 

Tata kelola SDM di lingkungan birokrasi kini tidak lagi cukup bertumpu pada 

senioritas administratif, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih objektif 

melalui kompetensi, kinerja, dan potensi pegawai (Sholihah et al., 2024). 

Pengembangan karier menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa 

organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang tepat. 

Secara ideal, pengembangan karier pegawai tercermin dari adanya 

peningkatan kapasitas, tanggung jawab, dan peluang mobilitas jabatan selama 

masa pengabdiannya. Proses tersebut dapat berlangsung melalui kenaikan 

pangkat, promosi, mutasi, rotasi, maupun perpindahan pada jalur jabatan tertentu 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi pegawai (Yani, 2018). Selain 

itu, efektivitas pengembangan karier juga sangat dipengaruhi oleh adanya 

pembinaan karier yang terencana serta evaluasi prestasi kerja yang dilaksanakan 

secara konsisten (Kaswan, 2023). Artinya, pengembangan karier bukanlah proses 

yang berjalan otomatis, melainkan hasil dari kebijakan dan mekanisme organisasi 

yang dirancang secara sadar. 
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Lebih dari sekadar urusan administratif, pengembangan karier juga 

berpengaruh terhadap aspek psikologis dan profesional pegawai, seperti motivasi, 

kepuasan kerja, semangat belajar, dan dorongan untuk meningkatkan kualitas diri. 

Ketika pegawai memperoleh kesempatan untuk berkembang, mempelajari hal 

baru, dan menapaki jenjang karier secara adil, maka mereka cenderung memiliki 

keterikatan yang lebih kuat terhadap organisasi. Sebaliknya, ketika peluang 

pengembangan karier tidak tersedia atau tidak dikelola dengan jelas, pegawai 

dapat mengalami stagnasi, kehilangan motivasi, dan menurunkan kualitas 

kontribusinya terhadap organisasi (Badriyah, 2019). 

Pada titik inilah perencanaan karier menjadi penting, baik dari sisi individu 

maupun organisasi. Pengembangan karier yang efektif menuntut adanya 

keselarasan antara aspirasi pegawai dan kebutuhan institusi. Apabila organisasi 

gagal memfasilitasi pengembangan karier pegawai sesuai dengan potensi dan 

arah pengembangannya, maka akan muncul risiko stagnasi karier, menurunnya 

keterlibatan pegawai, bahkan keinginan untuk meninggalkan organisasi 

(Tumanggor & Putri, 2024). Karena itu, pengembangan karier seharusnya tidak 

diposisikan sebagai agenda administratif semata, tetapi sebagai bagian dari 

strategi kelembagaan dalam membangun aparatur yang profesional dan 

berkelanjutan. Pendekatan semacam ini sangat penting guna menciptakan 

lingkungan kerja yang dinamis, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan 

jangka panjang baik bagi individu maupun institusi (Widyaningtyas et al., 2023). 

Berbeda dengan gambaran umum ASN secara nasional, penelitian ini lebih 

relevan diletakkan pada konteks internal Sekretariat Dewan Pertimbangan 

Presiden (Sekretariat Wantimpres) sebagai locus penelitian. Secara 

kelembagaan, Sekretariat Wantimpres merupakan satuan organisasi di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki tugas memberikan 

dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden. 

Sekretariat Wantimpres dalam pelaksanaan tugasnya  didukung oleh dua biro 

utama, yaitu Biro Umum dan Biro Data dan Informasi, yang menjalankan fungsi 

administratif, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, serta 

dukungan data dan informasi kebijakan (Dewan Pertimbangan Presiden Republik 

Indonesia, 2026). 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 1.1 Sekretariat Wantimpres 

merupakan organisasi pendukung pimpinan negara yang memiliki fungsi strategis 

namun struktur yang relatif terbatas. Di satu sisi, Sekretariat Wantimpres dituntut 

mampu menyediakan dukungan teknis, administratif, data, informasi kebijakan, 

kehumasan, keprotokolan, serta persidangan secara cepat dan akurat. Di sisi lain, 

kondisi internal menunjukkan jumlah ASN hanya 77 orang, dengan sebaran 

pegawai pada berbagai jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana yang harus 

menopang kebutuhan organisasi yang beragam. Situasi ini menempatkan 

pengembangan karier sebagai persoalan yang krusial, sebab dalam struktur yang 

terbatas menyebabkan peluang promosi dan mobilitas karier PNS menjadi sempit, 

sementara kebutuhan peningkatan kompetensi dan mobilitas pegawai tetap tinggi. 

Pengembangan karier di Sekretariat Wantimpres tidak cukup dipahami sebagai 

kenaikan jabatan semata, tetapi harus dilihat sebagai upaya sistematis untuk 

menjaga keberlanjutan kapasitas organisasi melalui pengembangan kompetensi, 

pemetaan talenta, dan penyiapan jalur karier yang sesuai dengan karakteristik 

jabatan yang tersedia. 

Untuk memperkuat gambaran mengenai kondisi sumber daya manusia di 

lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, perlu dilihat terlebih dahulu 

perkembangan jumlah pejabat dan pegawai dalam beberapa tahun terakhir. Data 

ini penting karena dinamika jumlah pegawai dapat menunjukkan perubahan 

kebutuhan organisasi, beban kerja kelembagaan, serta tantangan dalam 

pengelolaan karier pegawai. Perkembangan jumlah pejabat dan pegawai 
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Sekretariat Wantimpres dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2025 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pejabat dan Pegawai Sekretariat Wantimpres 

Tahun 2016–2025 

Tahun Jumlah Pegawai Perubahan 

2016 58 - 

2017 56 -2 

2018 57 1 

2019 62 5 

2020 62 0 

2021 62 0 

2022 57 -5 

2023 58 1 

2024 57 -1 

2025 77 20 

  Sumber: Daftar Pejabat dan Pegawai Sekretariat Wantimpres (Des 2016–Des  

   2025, diolah Peneliti) 

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah pejabat dan pegawai Sekretariat 

Wantimpres menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu 

2016–2025. Pada tahun 2016, jumlah pegawai tercatat sebanyak 58 orang, 

kemudian mengalami penurunan menjadi 56 orang pada tahun 2017. Jumlah 

tersebut kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 62 orang pada 

periode 2019–2021. Setelah itu, jumlah pegawai kembali menurun menjadi 57 

orang pada tahun 2022 dan 2024, sebelum mengalami peningkatan cukup 

signifikan menjadi 77 orang pada tahun 2025. 

Perubahan jumlah pegawai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan 

sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Wantimpres berlangsung dalam 

situasi yang dinamis. Peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2025 dapat 

menunjukkan adanya kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, baik 

dalam fungsi administratif, dukungan data dan informasi, keprotokolan, 

persidangan, maupun pelayanan internal kelembagaan. Namun, peningkatan 

jumlah pegawai tidak secara otomatis menjamin tersedianya ruang 

pengembangan karier yang memadai, terutama apabila struktur jabatan, pola 



  

5 

 

rotasi, promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi belum disusun secara 

terencana sesuai kebutuhan organisasi. 

Selain perkembangan jumlah pegawai, dinamika pengembangan karier di 

lingkungan Sekretariat Wantimpres juga dapat dilihat melalui data mutasi pegawai. 

Mutasi merupakan salah satu bentuk mobilitas pegawai yang dapat mencerminkan 

adanya perpindahan, penempatan, atau penyesuaian jabatan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Dalam konteks pengembangan karier, data mutasi penting 

untuk dianalisis karena dapat menunjukkan sejauh mana organisasi memberikan 

ruang pergerakan karier, pemerataan pengalaman kerja, serta penyesuaian 

kompetensi pegawai dengan kebutuhan unit kerja. Rekapitulasi mutasi pegawai 

Sekretariat Wantimpres periode 2024 sampai dengan April 2026 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Mutasi Pegawai Sekretariat Wantimpres  

Periode 2024–April 2026 

Tahun Biro Data dan 

Informasi 

Biro Umum Jumlah 

2024 7 4 12 

2025 12 24 36 

2026* 2 15 17 

Jumlah 21 43 65 

Sumber: Data Mutasi Sekretariat Wantimpres 2 Tahun Terakhir (diolah Peneliti) 

Berdasarkan Tabel 1.2, selama periode 2024 sampai dengan April 2026 

terdapat 65 mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Wantimpres. Jumlah mutasi 

tertinggi terjadi pada tahun 2025, yaitu sebanyak 36 pegawai, sedangkan pada 

tahun 2024 tercatat 12 pegawai dan pada tahun 2026 sampai dengan April tercatat 

17 pegawai. Jika dilihat berdasarkan unit kerja, mutasi paling banyak terjadi pada 

Biro Umum, yaitu sebanyak 43 pegawai, sedangkan Biro Data dan Informasi 

mencatat 21 pegawai.  

Data tersebut menunjukkan bahwa mobilitas pegawai di lingkungan 

Sekretariat Wantimpres cukup aktif, terutama pada Biro Umum. Namun, tingginya 

angka mutasi belum dapat langsung dimaknai sebagai pengembangan karier yang 

optimal. Mutasi perlu dilihat lebih lanjut dari sisi arah penempatan, kesesuaian 

kompetensi, kebutuhan jabatan, pemerataan kesempatan, serta dampaknya 
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terhadap peningkatan kapasitas pegawai. Apabila mutasi hanya bersifat 

administratif atau sekadar penyesuaian kebutuhan unit kerja, maka manfaatnya 

terhadap pengembangan karier pegawai dapat menjadi terbatas. Sebaliknya, 

apabila mutasi dilakukan berdasarkan peta kompetensi, hasil kinerja, dan 

kebutuhan organisasi, maka mutasi dapat menjadi instrumen penting dalam 

memperluas pengalaman kerja dan memperkuat kesiapan karier pegawai. 

Data mutasi tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk menelaah 

bagaimana mekanisme pengembangan karier PNS di lingkungan Sekretariat 

Wantimpres dijalankan. Penelitian ini tidak hanya melihat jumlah mutasi yang 

terjadi, tetapi juga menilai apakah mutasi, rotasi, promosi, dan penempatan 

pegawai telah didukung oleh sistem pengembangan karier yang jelas, objektif, dan 

sesuai dengan karakteristik organisasi Sekretariat Wantimpres. 

Selain mutasi pegawai, perkembangan karier formal PNS di lingkungan 

Sekretariat Wantimpres juga dapat dilihat melalui data kenaikan pangkat. 

Kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk perkembangan karier 

administratif yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang kepangkatan 

pegawai sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Meskipun 

pengembangan karier tidak hanya terbatas pada kenaikan pangkat, data ini tetap 

penting untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana pegawai 

memperoleh kemajuan dalam jenjang kepangkatan selama periode tertentu. 

Rekapitulasi kenaikan pangkat pegawai Sekretariat Wantimpres periode 2024 

sampai dengan April 2026 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Sekretariat 

Wantimpres Periode 2024–April 2026 

Tahun Jumlah Pegawai Naik Pangkat 

2024 5 

2025 16 

2026* 5 

Jumlah 26 

  Sumber: Data Kenaikan Pangkat di Sekretariat Wantimpres 2 tahun terakhir 

  (diolah Peneliti) 

Berdasarkan Tabel 1.3, selama periode 2024 sampai dengan April 2026 

terdapat 26 pegawai Sekretariat Wantimpres yang memperoleh kenaikan pangkat. 
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Jumlah kenaikan pangkat tertinggi terjadi pada tahun 2025, yaitu sebanyak 16 

pegawai, sedangkan pada tahun 2024 dan tahun 2026 sampai dengan April 

masing-masing tercatat sebanyak 5 pegawai. Data ini menunjukkan bahwa secara 

administratif terdapat perkembangan karier formal pegawai melalui mekanisme 

kenaikan pangkat. 

Namun demikian, kenaikan pangkat belum dapat sepenuhnya 

menggambarkan optimalnya pengembangan karier pegawai. Dalam konteks 

manajemen sumber daya manusia aparatur, pengembangan karier tidak hanya 

berkaitan dengan kenaikan pangkat, tetapi juga mencakup kejelasan pola karier, 

promosi, rotasi, mutasi, pengembangan kompetensi, pemetaan talenta, dan 

penyiapan suksesor. Data kenaikan pangkat perlu dianalisis bersama dengan data 

mutasi, struktur organisasi, kebutuhan jabatan, dan kebijakan manajemen talenta 

agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi 

pengembangan karier PNS di lingkungan Sekretariat Wantimpres. 

Meskipun data kenaikan pangkat menunjukkan adanya kemajuan 

administratif bagi sebagian pegawai, penelitian ini tetap penting dilakukan untuk 

menilai apakah kemajuan tersebut telah didukung oleh sistem pengembangan 

karier yang terencana, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam 

organisasi yang memiliki struktur relatif terbatas seperti Sekretariat Wantimpres, 

kenaikan pangkat perlu dihubungkan dengan strategi pengembangan kompetensi, 

pemerataan kesempatan karier, serta penataan jalur karier yang lebih kontekstual. 

Untuk melihat gambaran yang lebih rinci mengenai perkembangan karier 

formal pegawai, data kenaikan pangkat tidak hanya perlu dilihat berdasarkan 

jumlah pegawai per tahun, tetapi juga berdasarkan pola atau jalur kenaikan 

pangkatnya. Pola kenaikan pangkat penting dianalisis karena dapat menunjukkan 

pada jenjang mana perkembangan karier pegawai lebih banyak terjadi. Dengan 

demikian, data tersebut dapat membantu menjelaskan apakah kenaikan pangkat 

di lingkungan Sekretariat Wantimpres telah tersebar secara merata pada berbagai 

jenjang atau masih terkonsentrasi pada golongan tertentu. Pola kenaikan pangkat 

pegawai Sekretariat Wantimpres periode 2024 sampai dengan April 2026 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1.4 Pola Kenaikan Pangkat Pegawai Sekretariat Wantimpres Periode 

2024–April 2026 

Jalur Kenaikan Pangkat Jumlah Pegawai 

III/b → III/c 8 

III/a → III/b 6 

III/d → IV/a 4 

II/d → III/a 3 

IV/b → IV/c 2 

IV/a → IV/b 1 

III/c → III/d 1 

IV/c → IV/d 1 

Sumber: Data Kenaikan Pangkat di Sekretariat Wantimpres 2 tahun 

terakhir (diolah Peneliti) 

Berdasarkan Tabel 1.4, pola kenaikan pangkat pegawai Sekretariat 

Wantimpres periode 2024 sampai dengan April 2026 didominasi oleh kenaikan 

dari golongan III/b ke III/c sebanyak 8 pegawai dan dari golongan III/a ke III/b 

sebanyak 6 pegawai. Sementara itu, kenaikan dari golongan III/d ke IV/a tercatat 

sebanyak 4 pegawai, dari II/d ke III/a sebanyak 3 pegawai, dari IV/b ke IV/c 

sebanyak 2 pegawai, sedangkan kenaikan dari IV/a ke IV/b, III/c ke III/d, dan IV/c 

ke IV/d masing-masing hanya terjadi pada 1 pegawai. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pangkat pegawai lebih 

banyak terkonsentrasi pada jenjang golongan III, terutama pada jalur III/a ke III/b 

dan III/b ke III/c. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan karier formal 

melalui kenaikan pangkat telah berjalan, tetapi distribusinya belum merata pada 

seluruh jenjang kepangkatan. Pengembangan karier, kondisi tersebut perlu 

dianalisis lebih lanjut karena kenaikan pangkat administratif belum selalu 

mencerminkan adanya pengembangan karier yang substantif, terutama apabila 

belum diikuti oleh perluasan kompetensi, promosi jabatan, rotasi strategis, atau 

penyiapan pegawai untuk jabatan yang lebih tinggi. 

Pola kenaikan pangkat tersebut memperkuat urgensi perlunya model 

pengembangan karier yang lebih terarah di lingkungan Sekretariat Wantimpres. 

Model tersebut diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek kepangkatan 

administratif, tetapi juga mengintegrasikan pemetaan kompetensi, penilaian 

kinerja, manajemen talenta, kebutuhan jabatan, serta strategi pengembangan 
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pegawai secara berkelanjutan. Hal ini penting agar pengembangan karier PNS di 

Sekretariat Wantimpres tidak hanya berjalan sebagai proses administratif, tetapi 

juga menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan pegawai yang kompeten dan 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Setelah data mengenai perkembangan jumlah pegawai, mutasi, dan pola 

kenaikan pangkat disajikan, dapat dipahami bahwa pengembangan karier PNS di 

lingkungan Sekretariat Wantimpres memiliki dinamika yang kompleks dan perlu 

dianalisis secara lebih mendalam. Adanya pergerakan pegawai melalui mutasi dan 

kenaikan pangkat menunjukkan bahwa secara administratif terdapat mekanisme 

mobilitas kepegawaian yang berjalan. Namun, dinamika tersebut belum 

sepenuhnya dapat dijadikan indikator bahwa pengembangan karier telah 

berlangsung secara optimal, karena pengembangan karier tidak hanya berkaitan 

dengan perpindahan jabatan atau peningkatan pangkat, tetapi juga mencakup 

kejelasan arah karier, kesesuaian kompetensi, pemerataan kesempatan, 

pemetaan talenta, serta kesinambungan pengembangan pegawai. 

Komposisi pegawai memperlihatkan bahwa Sekretariat Wantimpres 

merupakan organisasi dengan struktur yang relatif terbatas, tetapi memiliki ragam 

fungsi kerja yang luas. Kondisi ini menjadikan pengembangan karier sebagai isu 

yang penting, karena peluang promosi, mutasi, rotasi, maupun pengembangan 

kompetensi harus dikelola secara lebih terencana agar sesuai dengan kebutuhan 

organisasi dan karakteristik jabatan yang ada. Dengan jumlah jabatan struktural 

yang terbatas dan dominasi pegawai pada jabatan fungsional serta pelaksana, 

tantangan pengembangan karier di Sekretariat Wantimpres menjadi lebih spesifik, 

yaitu bagaimana memastikan setiap pegawai tetap memiliki jalur pengembangan 

yang jelas, adil, dan berbasis kompetensi dalam struktur organisasi yang tidak 

terlalu besar (Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2026). 

Untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai konteks 

organisasi yang menjadi locus penelitian, penting untuk melihat komposisi dan 

sebaran pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 

(Sekretariat Wantimpres). Data internal menunjukkan bahwa struktur 

kepegawaian Sekretariat Wantimpres terdiri dari kombinasi antara Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan non-ASN, dengan distribusi pegawai yang tersebar pada 

berbagai fungsi kerja yang mendukung tugas administratif maupun substantif 
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organisasi. Komposisi dan distribusi tersebut mencerminkan karakter organisasi 

dengan struktur yang relatif terbatas namun memiliki cakupan fungsi yang luas, 

sehingga berimplikasi langsung terhadap pola pengelolaan sumber daya manusia, 

khususnya dalam aspek pengembangan karier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 

Berdasarkan Data Internal, 2026 

Berdasarkan Gambar 1.2 komposisi pegawai Sekretariat Wantimpres 

didominasi oleh ASN, sedangkan sebaran pegawai berdasarkan fungsi kerja 

terkonsentrasi pada bidang tertentu, terutama protokol dan analis kebijakan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa Sekretariat Wantimpres merupakan organisasi 

dengan struktur pegawai yang relatif terbatas, tetapi memiliki kebutuhan fungsi 

kerja yang beragam dan spesifik. Situasi tersebut menimbulkan tantangan dalam 

pengembangan karier, terutama terkait pemerataan kesempatan, penguatan 

kompetensi, dan kejelasan jalur karier. Pengembangan karier di lingkungan 

Sekretariat Wantimpres memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, adaptif, 

dan selaras dengan kebutuhan organisasi. 

Meskipun secara normatif kebijakan manajemen talenta telah dirancang 

dengan kerangka yang cukup komprehensif, efektivitas suatu kebijakan pada 

akhirnya sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat 

diimplementasikan secara konsisten pada setiap unit kerja sesuai karakteristik 

organisasinya. Perbedaan struktur, fungsi, dan kebutuhan masing-masing unit 

kerja menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan pengembangan karier. 
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Salah satu inovasi penting dalam kebijakan ini adalah pembentukan 

Komite Talenta di berbagai tingkat yang bertugas memastikan proses seleksi dan 

pengembangan dilakukan secara akuntabel, adil, dan transparan. Namun 

demikian, meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan secara resmi di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, realitas implementasinya belum 

merata dirasakan oleh seluruh unit kerja di bawah koordinasi Kemensetneg. Salah 

satu unit kerja yang menghadapi tantangan dalam hal pengembangan karier 

pegawai adalah Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Sebagai lembaga non-kementerian yang berada dalam naungan Kemensetneg, 

Wantimpres memiliki struktur organisasi yang unik dan ruang lingkup kerja yang 

sangat spesifik, yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam bidang 

pemerintahan dan kenegaraan (Dewan Pertimbangan Presiden Republik 

Indonesia, 2026). 

Namun, dalam praktiknya, pengembangan karier pegawai di lingkungan 

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Sekretariat Wantimpres) masih 

menghadapi sejumlah keterbatasan. Berdasarkan data internal tahun 2026, 

Sekretariat Wantimpres didukung oleh 77 ASN dan 49 non-ASN, dengan sebaran 

pegawai ASN yang terkonsentrasi pada beberapa fungsi tertentu, seperti protokol 

dan analis kebijakan yang masing-masing berjumlah 16 orang, keuangan 10 

orang, rumah tangga 7 orang, SDM 5 orang, serta fungsi lain dengan jumlah yang 

lebih terbatas. Di sisi lain, struktur organisasi Sekretariat Wantimpres relatif 

terbatas karena secara operasional hanya didukung oleh dua biro, yaitu Biro 

Umum dan Biro Data dan Informasi, yang harus menopang fungsi teknis, 

administratif, data dan informasi kebijakan, persidangan, keprotokolan, 

kehumasan, serta pelayanan internal organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

ruang pengembangan karier pegawai berada dalam struktur organisasi yang 

terbatas, sementara kebutuhan organisasi terhadap dukungan kerja bersifat 

beragam dan spesifik. 

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi stagnasi karier, yang 

tercermin dari terbatasnya peluang promosi jabatan, belum luasnya ruang rotasi 

atau mutasi internal, serta tidak meratanya peluang pengembangan kompetensi 

dan peningkatan kualifikasi antarfungsi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat 

berdampak pada motivasi kerja, kinerja, dan retensi pegawai, serta pada akhirnya 
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memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Wantimpres sebagai 

lembaga pendukung strategis Presiden. Karena itu, persoalan utama yang 

mengemuka bukan hanya apakah kebijakan manajemen talenta telah ditetapkan, 

melainkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan 

secara efektif dalam konteks organisasi Sekretariat Wantimpres yang memiliki 

karakteristik struktur, jenis jabatan, dan beban kerja yang khas. 

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena Sekretariat Wantimpres 

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan 

Pertimbangan Presiden, termasuk pengelolaan dan penyajian data serta informasi 

kebijakan, dukungan sidang dan pertemuan, pengelolaan keuangan, 

kepegawaian, arsip, kerumahtanggaan, keprotokolan, teknologi informasi, 

komunikasi, dan hubungan masyarakat. Luasnya cakupan fungsi tersebut 

menuntut tersedianya sistem pengembangan karier yang tidak hanya adil dan 

responsif, tetapi juga mampu menjamin kesinambungan kapasitas organisasi. 

Tanpa sistem pengembangan karier yang jelas, organisasi akan menghadapi 

kesulitan dalam mempertahankan pegawai yang kompeten, menyiapkan talenta 

untuk kebutuhan jabatan tertentu, dan menjaga keberlanjutan regenerasi internal. 

Dalam konteks tersebut, salah satu persoalan yang muncul adalah belum 

tersedianya kebijakan pengembangan karier yang secara khusus dirumuskan 

sesuai dengan karakteristik Sekretariat Wantimpres. Permensesneg Nomor 7 

Tahun 2024 memang telah memberikan kerangka umum manajemen talenta bagi 

seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, tetapi 

implementasinya tetap memerlukan penyesuaian pada tingkat unit organisasi. 

Bagi Sekretariat Wantimpres, kebutuhan itu menjadi penting karena proses 

identifikasi talenta, pengembangan kompetensi, penyiapan suksesor, dan 

pengelolaan jalur karier tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan unit kerja lain 

yang memiliki struktur dan kebutuhan jabatan berbeda. Oleh karena itu, penelitian 

ini penting dilakukan untuk menganalisis kondisi pengembangan karier Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, 

mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya, serta 

merumuskan model pengembangan karier yang adaptif, berbasis sistem merit, 

dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
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Untuk menghindari terjadinya kerancuan konseptual dalam penelitian ini, 

perlu ditegaskan bahwa pengembangan karier dan pengembangan sumber daya 

manusia merupakan dua konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. 

Pengembangan karier lebih menitikberatkan pada proses kemajuan individu 

dalam organisasi yang tercermin melalui promosi, rotasi, mutasi, maupun 

perencanaan jalur karier sesuai dengan posisi atau jabatan tertentu. Sementara 

itu, pengembangan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan 

kapasitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi 

guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas secara umum. Pengembangan 

karier dapat dipahami sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, 

namun memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena berkaitan langsung 

dengan arah perkembangan posisi pegawai dalam struktur (Sedarmayanti, 2019). 

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan pengembangan karier di 

lingkungan Sekretariat Wantimpres perlu dilihat tidak hanya sebagai isu 

administratif, tetapi sebagai persoalan kelembagaan yang berkaitan dengan 

kesiapan organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya. Data internal 

tahun 2026 menunjukkan bahwa Sekretariat Wantimpres didukung oleh 77 ASN 

dan 49 non-ASN. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas dan struktur 

organisasi yang tidak besar, pengelolaan karier pegawai menjadi tantangan 

tersendiri, terutama dalam memastikan tersedianya kesempatan pengembangan 

yang adil, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam konteks ini, 

penerapan kebijakan manajemen talenta di lingkungan Kemensetneg belum tentu 

dapat berjalan efektif secara otomatis di Sekretariat Wantimpres, karena masing-

masing unit kerja memiliki karakteristik struktur, jenis jabatan, dan kebutuhan yang 

berbeda. Permasalahan utama yang perlu dicermati adalah sejauh mana 

kebijakan manajemen talenta yang berlaku telah sesuai dengan kondisi aktual di 

Sekretariat Wantimpres serta kendala apa saja yang menyebabkan 

pengembangan karier pegawai belum berjalan optimal. Atas dasar itu, diperlukan 

perumusan model pengembangan karier yang lebih kontekstual sebagai pedoman 

internal yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata organisasi. 

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan karier 

Aparatur Sipil Negara dari berbagai perspektif, antara lain implementasi sistem 

merit, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, promosi jabatan, dan 
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mobilitas karier pada organisasi sektor publik. Hasil penelitian tersebut 

memberikan kontribusi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi 

pengembangan karier ASN. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih 

berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan karier 

atau evaluasi implementasi kebijakan, sehingga belum banyak menghasilkan 

model pengembangan karier yang dirancang sesuai dengan karakteristik 

organisasi tertentu. 

Selain itu, penelitian mengenai pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih sangat terbatas. 

Padahal, Sekretariat Wantimpres memiliki karakteristik organisasi yang berbeda 

dengan instansi pemerintah lainnya karena memiliki struktur organisasi yang relatif 

ramping, ruang promosi vertikal yang terbatas, dominasi jabatan fungsional, serta 

kebutuhan dukungan strategis kepada Presiden. Karakteristik tersebut menuntut 

pendekatan pengembangan karier yang lebih adaptif dan kontekstual sehingga 

tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan organisasi pemerintah lainnya. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan 

menganalisis penyebab belum optimalnya pengembangan karier Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Sekretariat Wantimpres, tetapi juga merumuskan model 

pengembangan karier yang disusun berdasarkan sintesis teori pengembangan 

karier, kebijakan sistem merit, manajemen talenta, serta hasil penelitian empiris di 

lingkungan Sekretariat Wantimpres. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian manajemen 

sumber daya manusia sektor publik sekaligus menghasilkan model yang dapat 

dijadikan acuan bagi pengembangan karier pada organisasi publik dengan 

karakteristik struktur yang relatif terbatas. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul: “MODEL PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.” yang disusun 

berdasarkan hasil analisis empiris, teori pengembangan karier, kebijakan sistem 

merit, manajemen talenta, serta karakteristik organisasi. Model yang dihasilkan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia 
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sektor publik, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pengembangan 

kebijakan karier di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses mempertajam berbagai unsur atau 

faktor yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Belum adanya peningkatan karier yang memadai bagi pegawai Sekretariat 

Wantimpres, yang tercermin dari terbatasnya peluang promosi, rotasi, dan 

mutasi dalam struktur organisasi yang relatif terbatas.  

2. Belum optimalnya pengelolaan pengembangan karier yang berlaku di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kebutuhan dan 

kondisi faktual di Sekretariat Wantimpres.  

3. Belum tersedianya mekanisme evaluasi yang efektif untuk menilai 

pelaksanaan dan dampak kebijakan pengembangan karier terhadap 

pegawai Sekretariat Wantimpres.  

4. Belum tersusunnya model pengembangan karier yang secara khusus 

menyesuaikan karakteristik jabatan, kebutuhan organisasi, mekanisme 

manajemen talenta, serta ruang mobilitas karier di lingkungan Sekretariat 

Wantimpres. 

C. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengapa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Sekretariat Wantimpres belum optimal ? 

2. Bagaimana model pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Sekretariat Wantimpres? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pengembangan karier di 

lingkungan Sekretariat Wantimpres belum optimal.  

2. Untuk menyusun model pengembangan karier PNS di lingkungan 

Sekretariat Wantimpres.  
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya wawasan peneliti mengenai perumusan model jalur 

pengembangan karier berbasis evaluasi, serta memperkuat 

kompetensi peneliti dalam merancang solusi yang aplikatif dan 

kontekstual untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara. 

b. Memberikan masukan konseptual dan rekomendasi strategis bagi 

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden maupun Kementerian 

Sekretariat Negara dalam merumuskan pengembangan karier 

pegawai yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan kontribusi nyata bagi Sekretariat Dewan Pertimbangan 

Presiden maupun Sekretariat Negara dalam mengevaluasi dan 

memperbaiki kebijakan pengembangan karier pegawai.  

b. Memberikan rekomendasi model yang dihasilkan dari penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan 

yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan SDM di lingkungan Wantimpres. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah memiliki dasar 

kebijakan dan mekanisme formal yang mengacu pada sistem manajemen sumber 

daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. 

Mekanisme tersebut terlihat melalui penerapan manajemen talenta, penilaian 

kinerja melalui PIAWAI dan SKP/OKR, pemenuhan angka kredit jabatan 

fungsional, uji kompetensi, pengembangan kompetensi melalui PPKASN dan 

instansi pembina, serta pengelolaan karier yang terhubung dengan Biro Sumber 

Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara. Meskipun sistem formal tersebut 

telah tersedia, pelaksanaan pengembangan karier PNS di Sekretariat Wantimpres 

belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik 

organisasi yang memiliki struktur jabatan terbatas, jumlah formasi terbatas, serta 

ruang mobilitas karier yang belum luas. 

1. Belum optimalnya pengembangan karier PNS di Sekretariat Wantimpres 

terutama disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, keterbatasan 

struktur organisasi, formasi jabatan, dan ruang mobilitas karier. Struktur 

organisasi Sekretariat Wantimpres yang relatif terbatas menyebabkan 

jumlah kotak jabatan terbatas, terutama pada jalur struktural dan beberapa 

jabatan fungsional tertentu. Kondisi ini membuat peluang promosi, rotasi, 

dan mutasi belum dapat berjalan secara merata. Temuan penelitian juga 

menunjukkan adanya potensi stagnasi karier, termasuk pegawai yang telah 

berada pada unit atau jabatan tertentu dalam waktu yang sangat panjang. 

Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan struktur tidak hanya 

berdampak pada peluang promosi, tetapi juga pada pengalaman kerja, 

perluasan kompetensi, dan kesiapan pegawai untuk menjalankan 

tanggung jawab yang lebih luas. 

2. Transparansi dan tindak lanjut sistem pengembangan karier belum 

sepenuhnya optimal. Manajemen talenta, uji kompetensi, asesmen, 

PIAWAI, SKP/OKR, dan penilaian kinerja telah berjalan, tetapi sebagian 
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pegawai belum memperoleh informasi yang memadai mengenai dasar 

pemanggilan, hasil asesmen, posisi dalam sistem talenta, serta tindak 

lanjut setelah mengikuti seleksi atau uji kompetensi. Penilaian kinerja juga 

belum selalu dihubungkan dengan rencana pengembangan karier, seperti 

promosi, rotasi, pelatihan lanjutan, atau pemberian umpan balik. Akibatnya, 

sebagian pegawai belum sepenuhnya memahami arah pengembangan 

kariernya serta kompetensi apa yang perlu diperbaiki untuk mendukung 

peningkatan karier. 

3. Pengembangan kompetensi dan kesiapan pegawai masih memerlukan 

penguatan. Program pelatihan, diklat, workshop, seminar, bimbingan 

teknis, dan e-learning telah tersedia melalui PPKASN, BKN, ANRI, dan 

instansi pembina jabatan fungsional. Namun, pelaksanaannya masih 

menghadapi kendala kuota, jadwal, anggaran, relevansi pelatihan, serta 

kesiapan portofolio pegawai. Sebagian pegawai juga masih memandang 

pengembangan kompetensi sebagai pemenuhan kewajiban jam pelajaran, 

bukan sebagai bagian dari rencana karier jangka panjang. Padahal, 

pengembangan karier membutuhkan kesiapan pegawai dalam menyusun 

portofolio, memenuhi angka kredit, mengikuti uji kompetensi, serta 

mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. 

4. Model pengembangan karier PNS di Sekretariat Wantimpres perlu 

diarahkan pada penguatan sistem yang lebih terencana, transparan, 

adaptif, dan berbasis data. Model tersebut meliputi pemetaan kebutuhan 

organisasi dan potensi pegawai, penyusunan rekam jejak serta portofolio 

karier, penguatan transparansi informasi karier, pemberian umpan balik 

hasil asesmen dan uji kompetensi, pengembangan kompetensi 

berkelanjutan, serta penguatan rotasi, mutasi, deployment, dan mobilitas 

lintas satuan kerja. Model ini penting karena pengembangan karier pada 

organisasi dengan struktur jabatan terbatas tidak dapat hanya 

mengandalkan promosi vertikal, tetapi juga perlu diperluas melalui 

mobilitas horizontal, penugasan lintas fungsi, pengembangan jabatan 

fungsional, coaching, mentoring, dan pembelajaran berbasis pengalaman 

kerja. 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap teori pengembangan karier, kebijakan 

manajemen Aparatur Sipil Negara, dan temuan empiris di lingkungan Sekretariat 

Dewan Pertimbangan Presiden sehingga penelitian ini menghasilkan model 

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersifat kontekstual sebagai 

sintesis konseptual untuk mendukung pengembangan karier pada organisasi 

dengan struktur jabatan yang relatif terbatas. Model tersebut dibangun melalui 

integrasi enam komponen utama, yaitu: (1) pemetaan kebutuhan organisasi dan 

potensi pegawai; (2) penilaian kinerja, asesmen kompetensi, dan manajemen 

talenta; (3) portofolio dan rekam jejak karier; (4) pengembangan kompetensi 

berkelanjutan; (5) mobilitas karier; serta (6) monitoring, evaluasi, dan umpan balik. 

Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada penciptaan keenam komponen 

tersebut, karena secara substantif komponen-komponen tersebut telah dikenal 

dalam regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara, sistem merit, dan manajemen 

talenta. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang 

mengintegrasikan teori pengembangan karier, kebijakan manajemen ASN, dan 

temuan empiris menjadi suatu model yang disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi, karakteristik jabatan, keterbatasan struktur organisasi, serta dinamika 

pengembangan karier di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. 

Dengan demikian, model yang dihasilkan merupakan konfigurasi konseptual yang 

bersifat kontekstual dan aplikatif sebagai rekomendasi pengembangan karier pada 

organisasi publik yang memiliki karakteristik serupa. 

B.  Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, pengembangan karier PNS di 

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu diperkuat melalui langkah-

langkah praktis yang dapat dilaksanakan secara bertahap oleh Sekretariat 

Wantimpres, Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara, 

PPKASN, pimpinan unit kerja, serta pegawai. Beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 

1. Optimalisasi Implementasi Manajemen Talenta dan Pengembangan 

Karier 

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu mengoptimalkan 

implementasi manajemen talenta sebagai dasar penyelenggaraan 
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pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil secara lebih sistematis, 

objektif, dan berkelanjutan. Implementasi tersebut tidak hanya berfokus 

pada pemenuhan ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam 

kebijakan Kementerian Sekretariat Negara, tetapi juga perlu diterjemahkan 

ke dalam mekanisme operasional yang sesuai dengan karakteristik 

organisasi Sekretariat Wantimpres. Upaya tersebut dapat dilakukan 

melalui penyempurnaan proses identifikasi talenta, pemetaan kompetensi, 

penilaian potensi dan kinerja secara berkala, penyusunan talent pool, serta 

penyusunan Individual Development Plan (IDP) bagi setiap pegawai. 

Optimalisasi implementasi manajemen talenta diharapkan mampu 

menghasilkan sistem pengembangan karier yang lebih transparan, objektif, 

dan berbasis sistem merit sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan 

yang sama untuk berkembang sesuai kompetensi, potensi, dan kinerjanya. 

Dengan demikian, pengembangan karier tidak lagi dipandang hanya 

sebagai proses administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi 

dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan adaptif 

terhadap kebutuhan organisasi. 

2. Penguatan Pemetaan Kebutuhan Organisasi dan Potensi Pegawai 

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu menyusun 

pemetaan kebutuhan organisasi dan potensi pegawai secara lebih 

sistematis. Pemetaan ini mencakup kebutuhan formasi jabatan, beban 

kerja, kompetensi yang dibutuhkan, latar belakang pendidikan pegawai, 

pengalaman kerja, minat, bakat, hasil pelatihan, angka kredit, uji 

kompetensi, dan aspirasi karier pegawai. Pemetaan tersebut penting agar 

organisasi memiliki dasar yang lebih jelas dalam menentukan prioritas 

pengembangan karier, baik melalui pelatihan, rotasi, mutasi, promosi, 

perpindahan jabatan fungsional, maupun penugasan lintas fungsi. 

Pemetaan juga perlu dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun, agar 

data pegawai selalu diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan 

organisasi dan perkembangan kompetensi pegawai. Hasil pemetaan dapat 

menjadi dasar dalam menyusun rencana pengembangan karier individu, 

menentukan pegawai yang perlu diprioritaskan mengikuti pelatihan atau uji 
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kompetensi, serta mengidentifikasi pegawai yang berpotensi mengalami 

stagnasi karena terlalu lama berada pada unit atau jabatan tertentu. 

3. Penguatan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Karier dengan 

Kebutuhan dan Karakteristik Organisasi Sekretariat Dewan 

Pertimbangan Presiden 

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu memperkuat 

sinkronisasi kebijakan pengembangan karier dengan kebutuhan dan 

karakteristik organisasi agar implementasi kebijakan yang berlaku di 

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat diterapkan secara lebih 

efektif pada tingkat unit kerja. Meskipun kebijakan mengenai manajemen 

talenta dan pengembangan karier telah memberikan kerangka umum bagi 

seluruh unit organisasi, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi 

faktual Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang memiliki struktur 

organisasi relatif terbatas, ruang mobilitas karier yang sempit, serta 

karakteristik jabatan yang spesifik. Oleh karena itu, kebijakan 

pengembangan karier perlu diimplementasikan melalui mekanisme yang 

mempertimbangkan kebutuhan organisasi, komposisi jabatan, peta 

kompetensi, beban kerja, dan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia 

secara berkelanjutan. 

Penguatan sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui 

penyusunan pedoman teknis atau kebijakan internal yang 

mengintegrasikan kebijakan manajemen talenta Kementerian Sekretariat 

Negara dengan kebutuhan nyata organisasi. Pedoman tersebut perlu 

mengatur mekanisme pemetaan kompetensi, penyusunan jalur karier, 

pengembangan kompetensi, rotasi, mutasi, promosi, serta penyiapan 

talenta berdasarkan hasil penilaian kinerja dan potensi pegawai. Dengan 

adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan tingkat kementerian 

dan kebutuhan organisasi, pelaksanaan pengembangan karier di 

lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diharapkan menjadi 

lebih adaptif, objektif, transparan, dan mampu mendukung keberlanjutan 

pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan prinsip sistem merit. 
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4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Karier 

Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara bersama Sekretariat 

Dewan Pertimbangan Presiden perlu membangun sistem monitoring dan 

evaluasi pengembangan karier yang dilakukan secara berkala sebagai 

bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia. Evaluasi tersebut 

tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan 

untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan karier, 

pencapaian kompetensi pegawai, keberhasilan program pengembangan, 

serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja individu maupun 

organisasi.  

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui penyusunan 

indikator kinerja pengembangan karier, pelaksanaan evaluasi pasca 

pelatihan, evaluasi pasca mutasi atau promosi, survei kepuasan pegawai 

terhadap sistem pengembangan karier. Pegawai yang telah mengikuti 

asesmen, uji kompetensi, atau manajemen talenta sebaiknya memperoleh 

umpan balik mengenai kekuatan, kelemahan, kompetensi yang perlu 

ditingkatkan, dan rekomendasi pengembangan yang dapat ditempuh. 

Umpan balik tersebut dapat diberikan melalui sesi konsultasi karier, dialog 

atasan-bawahan, atau laporan hasil pengembangan yang bersifat terbatas 

dan tetap menjaga kerahasiaan data pegawai. Dengan adanya umpan 

balik, pegawai dapat menyiapkan diri secara lebih terarah untuk mengikuti 

peluang karier berikutnya. 

5. Implementasi Model Pengembangan Karier Hasil Penelitian 

Model Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil yang dihasilkan 

dalam penelitian ini perlu dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan 

kebijakan pengembangan karier di lingkungan Sekretariat Dewan 

Pertimbangan Presiden. Model tersebut dapat diimplementasikan melalui 

tahapan perencanaan karier, pemetaan kompetensi dan potensi pegawai, 

pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, penguatan sistem 

penilaian kinerja, penyusunan jalur karier, pengelolaan mobilitas pegawai, 

monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan kebijakan berdasarkan 

hasil evaluasi. 
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Implementasi model ini diharapkan mampu menciptakan sistem 

pengembangan karier yang lebih terarah, terintegrasi, transparan, dan 

berbasis kebutuhan organisasi sehingga setiap pegawai memiliki arah 

pengembangan karier yang jelas. Selain itu, model tersebut juga 

diharapkan mampu meningkatkan kesiapan organisasi dalam menyiapkan 

talenta, memperkuat regenerasi pegawai, serta mendukung terwujudnya 

birokrasi yang profesional dan adaptif sesuai dengan prinsip sistem merit.  

6. Penguatan Peran Pimpinan dalam Pengembangan Karier Pegawai 

Pimpinan unit kerja memiliki peran penting dalam memastikan 

pengembangan karier pegawai berjalan lebih terarah. Pimpinan tidak 

hanya berperan memberikan izin pelatihan, tetapi juga perlu melakukan 

pembinaan, memberikan umpan balik, membuka ruang inovasi, 

mendorong pegawai mengikuti pengembangan kompetensi, serta memberi 

kesempatan penugasan yang dapat memperluas pengalaman pegawai. 

Dialog karier antara pimpinan dan pegawai perlu dilakukan secara berkala 

agar kebutuhan organisasi dan aspirasi pegawai dapat diselaraskan. 

Pimpinan juga perlu lebih aktif mengidentifikasi pegawai yang 

berpotensi mengalami stagnasi karier. Pegawai yang terlalu lama berada 

pada satu unit perlu diberi kesempatan mengikuti penugasan baru, rotasi, 

pelatihan, atau proyek lintas fungsi. Dengan cara ini, pimpinan tidak hanya 

menjaga keberlangsungan pekerjaan unit, tetapi juga membantu 

organisasi menyiapkan pegawai yang lebih siap menghadapi kebutuhan 

jabatan pada masa mendatang. 

7. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian 

mengenai efektivitas model pengembangan karier PNS Sekretariat 

Wantimpres setelah model ini diterapkan. Penelitian berikutnya juga dapat 

menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur 

hubungan antara pengembangan karier, motivasi kerja, kepuasan kerja, 

kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, penelitian komparatif pada 

satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara juga dapat 

dilakukan untuk melihat apakah persoalan keterbatasan struktur, formasi, 
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dan mobilitas karier terjadi pada unit lain yang memiliki karakteristik 

organisasi serupa. 
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